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BUPATI LAMANDAU

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR <^\ TAHUN2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN POLA KEMITRAAN KETENAGAKERJAAN TERPADU

DI KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa kegiatan pola kemitraan ketenagakeijaan terpadu
merupakan suatu pola kerjasama yang diupayakan oleh
Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan bagi
masyarakat, pencari keija dan perusahaan dalam rangka untuk
terpenuhinya hak masyarakat akan pekerjaan dan hak
ketenagakeijaan bagi para tenaga kerja sebagaimana yang telah
diamanatkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang
berlaku;

b. bahwa kemudahan untuk mendapatkan informasi pasar kerja,
sistem lamaran pekerjaan dan hak ketenagakerjaan dapat
terlaksana dengan baik apabila kebutuhan/keperluan akan hal
tersebut dapat diakses secara luas oleh masyarakat;

c. bahwa Perusahaan perlu di fasilitasi untuk menyampaikan pasar
keija kepada publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Pola Kemitraan Ketenagakeijaan
Terpadu di Kabupaten Lamandau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenaga Keijaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3021);

2. Undamg-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito
Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846); A
























